SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

Menimbang : a. Bahwa sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
diperlukan guna mewujudkan suatu sistem
pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan
dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib,
terpadu dan berkesinambungan serta memberikan
pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, lengkap
dan akurat;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang
transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan
standar pelayanan yang menjadi pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar
Pelayanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dengan

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
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Menetapkan

KESATU

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 Tahun

2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun

2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

134 /Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

10/HK.04/08/2022 tentang Pengelolaan  Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Korisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

TEGAL TENTANG STANDAR PELAYANAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

: Menetapkan Standar Pelayanan Jaringan Dokumentasi Dan

Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA . Standar Pelayanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi
Hukum ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di
lingkungan KPU Kota Tegal dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 21 Juli 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
€pa; -Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMSI PEMILIHAN
UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN
JARINGAN DOKUMENTAS!I DAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN
KOMIST PEMILIHAN UMUM KOTA
TEGAL

STANDAR PELAYANAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

.

Persyaratan

1.

Warga Negara Indonesia

2.

Mengisi Buku Tamu

Menunjukan KTP/Identitas lain dan
melampirkan fotocpy KTP/Identitas
lain yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan

Sistem, mekanisme, dan

prosedur

| sarana lain yang disediakan;

Mengirimkan permchonan secara
langsung atau melalui email dan

Mengisi buku Register,

Mencari produk hukum berupa
softcopy dan/atau hardcopy yang
sudag diarsipkan,

Jika ditemukan di website JDIH
KPU RI/KPU Kota Tegal dapat di
unduh oleh operator dan/atau link
download dapat disampaikan
kepada Pemohon;

Tidak ditemukan di dalam website
JDIH, dan tidak ditemukan dalam
arsip berupa hardcopy dapat
digandakan kemudian diserahkan
pada pemohon berupa
softcopy/ hardcpy;

Petugas  menyerahkan  produk
hukum softcopy dan/atau hardcopy

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota



disertai tanda terima yang
ditandatangani oleh Pemohon.

saran, dan
masukan/apresiasi

3. | Jangka waktu pelayanan 65 Menit

4. | Biaya/tanf Tidak dikenakan biaya/tarif

5. | Produk pelayanan Hardcopy dan Softcopy produk hukum yang
diarsipkan

6. | Penanganan pengaduan, | Masyarakat/stakeholder/pengguna

layanan dapat menyampaikan pengaduan
melalui saluran pengdauan masyarakat
KPU Kota Tegal, baik datang langsung
melalui petugas layanan, kotak saran,
Telp/Fax, atau melalui email.

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING}

1.

Dasar hukum

Undang-undang Nomor 7 Tahun

1 2017 tentang Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016
2. {tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang
Pengelolaan  Dokumentasi  dan
Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 197 Tahun 2022 tentang
4, Pedoman Teknis Penyusunan
Keputusan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum.

2. | Sarana dan prasarana, Komputer, Internet, Printer, Kertas

dan/atau fasilitas ’ ’ '

3. | Kompetensi pelaksana SDM yang menangani layanan konsultasi
hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi
yang dibutuhkan

4. | Pengawasan internal

Pengawasan yang dilakukan oleh
atasan langsung pada setiap jenjang
sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya;
Pengawasan yang dilakukan secara
2. | berkala oleh Tim/Satgas

Pengawasan Internal.
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5. | Jumlah pelaksana

2 (dua) orang

6. |Jaminan pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

7. |Jaminan kemanan dan
keselamatan pelayanan

ks CCTV;

- kotak P3K, adanya jalur evakuasi,
titik kumpul, denah ruangan;
3 Sistem pengamanan  jaringan

komputer

8. | Evaluasi kinerja
pelaksana

1. | Survei Layanan Masyarakat

2 Rapat Evaluasi

3. | Laporan

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 21 Juli 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Mé{ﬁ%&?dan Hubungan Masyarakat

D) “
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Pengawasan lingkungan dengan

Penyediaan alat pengaman Kkerja
seperti tabung pemadam kebakaran,




